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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam
persidangan Majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK.

B \ooari  Tanjung  Barulak,

Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,

Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini

menggunakan domisili elektronik dengan alamat

email NN daiam hal ini

memberikan kuasa kepada

Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh,

Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera
Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
tanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar
pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama

Padang Panjang Nomor
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15/G/K.Kh/I1X/2024/PA.PP tanggal 18 September
2024;
PEMOHON.

melawan

TERMOHON, NiK.
|
|

|
I Nagari Batipuh Baruah,

Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar,
Provinsi Sumatera Barat.
TERMOHON.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal

2 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan

Pengadilan @ Agama Padang Panjang dengan register ~ Nomor

211/Pdt.G/2024/PA.PP., pada tanggal 2 September 2024, telah mengajukan

dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah
pada hari Rabu, tanggal 11 April 2007 M/ 23 Rabiul Awal 1428 H sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:XXX, yang dikeluarkan Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera
Barat, pada tanggal 11 April 2007.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di Jorong Pulai, Nagari Tanjung,
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat,

sampai berpisah.
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3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, sudah bergaul
selayaknya sebagai suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang

anak yang bernama | I
|
|

(dimana anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon)

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan
harmonis namun semenjak pada tahun 2017, dimana saat itu Pemohon
pergi bekerja di Rengat sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat
tinggal, sebab Termohon menolak dengan alasan anak Pemohon dan
Termohon sedang bersokalah dan Termohon harus mengurus orang tua
Termohon yang sudah tua. Karena hal tersebut Pemohon jarang pulang
kekediaman bersama sebab tempat bekerja Pemohon jauh dan susah
mendapatkan cuti sehingga hal tersebut membuat Termohon sering marah
kepada Pemohon, namun saat itu Pemohon masih bisa memaklumi
Termohon.

5. Bahwa puncak permasalahn rumah tangga Pemohon dan Termohon
terjadip pada bulan Juni 2023, dimana saat itu Termohon bertanya kepada
Pemohon kenapa Pemohon jarang pulang, Pemohon pun mengatakan
bahwa Pemohon bekerja dan susah untuk mendapatkan cuti, Pemohon pun
mengatakan bahwa jika Pemohon pulang maka tidak ada uang sebeb uang
terpakai untuk ongkos pulang, dan jika Pemohon tidak pulang, maka
Pemohon bisa mengirim uang untuk Termohon, mendengar jawaban
Pemohon, maka terjadilah pertengkaran mulut antara Pemohon dan
Termohon, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk pergi dari
kediaman bersama dan meminta izin kepada Termohon karena Pemohon
akan pergi untuk bekerja di Rengat. Semenjak kejadian tersebut
komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi dan tidak
saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri lagi sampai saat ini.

6. Bahwa semejak bulan Mei 2023, tersebut Pemohon dan Termohon
berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai sekarang
terhitung kurang lebih 1 tahun 3 lamanya,;
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7. Bahwa Pemohon sekarang di || BB Nagari Tanjung Barulak,
Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan
Termohon tinggal di | GGG\ 202 Batipuh, Kebupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat.

8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon
berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan
Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan
hukum yang berlaku.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian
perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon
kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim
Pengadilan Agama Padang Panjang, berkenan memeriksa dan mengadili
permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan
talak satu raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang
Pengadilan Agama Padang Panjang.

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan
tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Padang Panjang, dan
ternyata ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang

sah;
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Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Pemohon adalah
ibu kandung Pemohon dan ternyata telah mendapat izin sebagai Kuasa
Insidentil oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Surat Kuasa
Insidentil tanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar pada register Surat
Kuasa Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 15/G/K.Kh/IX/2024/PA.PP
tanggal 18 September 2024;

Bahwa berhubung Termohon tidak hadir, maka persetujuan tentang
berperkara secara elektronik dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan,
Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil
karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang
pada pokoknya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban dan
persetujuan Termohon untuk beracara secara elektronik tidak dapat didengar,
karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Surat
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan
Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 11
April 2007. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazagelen,
dan telah diperiksa, serta dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan dokumen
aslinya dan dokumen yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan
yang ternyata cocok. Selanjutnya, dibubuhi tanggal dan diparaf oleh Ketua

Majelis serta diberi kode P;

B. Bukti Saksi
1. |
e
]
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I 2020 Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten
Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah sepupu Pemohon;
Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON,
yang merupakan istri dari Pemohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di ||l Batipuh,
sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak
rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal
ditempat Pemohon bekerja di Rengat, Termohon lebih memilih
tinggal di Kampung di Batipuh, dengan alasan Termohon tidak bisa
meninggalkan orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi
sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha untuk
merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau ikut bersama

Pemohon ke tempat bekerja Pemohon di Rengat;

-Nagari Tanjung Barulak, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah
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Datar, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga (mamak suku)

Pemohon;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON,
yang merupakan istri dari Pemohon yang menikah sekitar tahun
2007;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah
tangga di rumah orang tua Termohon di ||l Batipuh,
sampai berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya
berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai tidak
rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan
pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah
tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal
ditempat Pemohon bekerja di Rengat, dengan alasan Termohon
ingin  mengurus orang tua Termohon di Kampung, sementara
saudara Termohon ada yang bisa mengurus orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi
sejak tahun 2013 yang lalu, yaitu sejak Pemohon bekerja di Rengat
namun masih pulang, yang berpisah sama sekali sekitar 1 (satu)
tahun Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon telah berusaha untuk
merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan
tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau ikut bersama
Pemohon ke tempat bekerja Pemohon di Rengat;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan
mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;
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Bahwa Pemohon dalam kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada
pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan
sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di
persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang
tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan berdasarkan
ketentuan pasal 66 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan
peraturan lain tentang syarat formal berperkara, oleh karenanya permohonan
Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon
telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. pasal 26
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 138 Kompilasi Hukum
Islam di Indonesia Tahun 1991, Pemohon hadir menghadap sendiri di
persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau
kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara
resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah
menurut hukum;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dipandang tidak
mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat
memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai
dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung
RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Kuasa
Pemohon adalah ibu kandung Pemohon dan ternyata telah mendapat izin
sebagai Kuasa Insidentil oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang ibu
kandung Pemohon dan ternyata telah mendapat izin sebagai Kuasa Insidentil
oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Surat Kuasa Insidentil
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tanggal 18 September 2024, yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa
Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 15/G/K.Kh/IX/2024/PA.PP tanggal
18 September 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan
dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan
ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun
1991,

Menimbang, bahwa persidangan elektronik serta mediasi tidak dapat
dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, dengan demikian
telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 7 tahun 2022 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan
permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan
ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80
ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis
Hakim akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon,
karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal
7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta
Nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang pernikahan
Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan di-

nazegelen serta cocok dengan aslinya, selain itu isinya menunjukkan bahwa
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Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 2007, oleh
karena itu harus dinyatakan bahwa bukti bertanda P tersebut telah memenuhi
syarat formil dan syarat materil, karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat
formil dan syarat materil tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon
adalah suami istri yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa
permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum (legal standing), dan
Pemohon dan Termohon adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum
(persona standi in judicio) dalam perkara ini;
Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam
mengajukan permohonan cerai talak yaitu dikarenakan semenjak pada tahun
2017, dimana saat itu Pemohon pergi bekerja di Rengat sehingga Pemohon
dan Termohon berpisah tempat tinggal, sebab Termohon menolak dengan
alasan anak Pemohon dan Termohon sedang bersekolah dan Termohon harus
mengurus orang tua Termohon yang sudah tua, puncak permasalahan rumah
tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023, Pemohon
bekerja dan susah untuk mendapatkan cuti, Pemohon pun mengatakan bahwa
jika Pemohon pulang maka tidak ada uang sebab uang terpakai untuk ongkos
pulang, mendengar jawaban Pemohon, maka terjadilah pertengkaran mulut
antara Pemohon dan Termohon, hingga akhirnya Pemohon memutuskan untuk
pergi dari kediaman bersama, semenjak bulan Mei 2023 tersebut Pemohon dan
Termohon berpisah dan tidak pernah tinggal satu rumah lagi yang sampai
sekarang terhitung kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, atau sebagaimana
termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut,
jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon
telah dipertimbangkan secara formil dan materil dalam pertimbangan (legal
standing), dan kepentingan hukum (persona standi in judicio) tersebut diatas;
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Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan
dan pertengkaran tersebut telah didengar keterangan saksi-saksi di muka
persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 (dua)
orang saksi dan saksi-saksi tersebut berasal dari orang-orang yang dekat
dengan pihak Pemohon, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud Pasal 76
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di muka
sidang sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, Majelis Hakim
berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan
formil sebagaimana terdapat pada Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg karena
masing-masing telah dewasa, hadir pribadi (in person) dan memberikan
keterangan di bawah sumpahnya menurut hukum Islam di depan persidangan
dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon di
persidangan, telah memenuhi syarat formil, karena telah memenuhi batas
minimal saksi, dan keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon
selain itu saksi-saksi tersebut secara pribadi (in person), telah menghadap
sendiri ke persidangan dan masing-masing telah memberikan keterangan di
bawah sumpahnya sesuai Pasal 175 RBg, dengan demikian telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian dapat diterima
sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa secara materil saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi,
dan atas ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon pihak
keluarga pernah terlibat langsung dalam upaya mendamaikan Pemohon dan
Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi
Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua
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orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan

saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling

bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang
dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal

307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan
dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena
Termohon tidak mau tinggal ditempat Pemohon bekerja di Rengat, dengan
alasan Termohon ingin mengurus orang tua Termohon di Kampung;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih
kurang 1 (satu) tahun;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati dan menyatukan

kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil-
dalil pokok permohonan Pemohon di atas yang pada intinya saksi mengetahui
secara pasti antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 1 (satu)
tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi Pemohon tersebut relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian yang sempurna (volledig bewijs) dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada
tanggal 11 April 2007 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah disebabkan
pertengkaran yang terjadi terus menerus dan sudah tidak harmonis lagi,

dan diiringi dengan pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lamanya;
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- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tujuan perkawinan
sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan
rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan

saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan
sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini
menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan
keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga dan
Majelis Hakim sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan
dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon bahkan telah berpisah
tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama karena salah satu
pihak meninggalkan pihak lainnya, sehingga hal ini dinilai oleh Majelis Hakim
telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara
Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran
mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan
kondisi seperti ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah,
maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi
mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim
berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Pemohon dengan
Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada
harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheelbaare tweespalt),
selain itu saat sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah lebih

kurang 1 (satu) tahun, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa
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rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah
(broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran
tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga
Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat
dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5
Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi
mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut,
melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan
sulit dipertahankan dan jika Majelis Hakim telah yakin pecahnya hati kedua
belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga
mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah
tangga Pemohon dengan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi
tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran “a contrario” dari ketentuan Pasal
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat
Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

O sy 8350 oSiw Jra g L) )il Wl ) Sl (g oS3 SR () 4l e
O S8 a g8l Y Gl 4

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir’;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan
Firman Allah dalam Surat Al Bagarah ayat 227:

Hle ot dl (6 I3
Artinya : “‘Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka

Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui’.
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Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah
tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat
negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat,
oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula
dengan kaidah figh yang berbunyi sebagai berikut:

aladl cla e adie aulia) |

Artinya:  Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan)
daripada mengambil kemaslahatan;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukan ketentuan Hukum
Islam di dalam Kitab At-Thalak Fi Syari‘atil Islamiyah Wal Qanun halaman 40
yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, berbunyi
sebagai berikut:
ia s el i) Gamshe 5 GLAYI Gilos de (a3AN L) dalali A

1) A4 1) L3

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat
untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan
akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang
mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan
hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar

pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini
perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena Imsak bil Ma'ruf tidak
berhasil maka perceraian dianggap sebagai Tasrih bi lhsan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan, harus dinyatakan Termohon tidak hadir
sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan alasan perceraian yang didalilkan
oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam,
oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat
(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009 jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Majelis Hakim juga
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mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2023
perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus
menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan
pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat
6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Pemohon/Termohon
(Pemohon/Termohon) melakukan KDRT, Majelis Hakim menilai dalam perkara
a quo telah terbukti di persidangan antara kedua belah pihak telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan
Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya selama 1
(satu) tahun, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan
Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat
permohonannya, dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk
menjatuhkan talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama
Padang Panjang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2
(dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan
memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap
Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara
Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam
talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon
yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj’i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Padang Panjang;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan
dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh kami Rahmiwati Andreas,
S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifazul Azdmi, S.H.l.,M.H. dan Ranti
Rafika Dewi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis
tanggal 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir
1446 Hijriah dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi
Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim
Anggota dan Wenny Oktavia, S.H.l., M.H., sebagai Panitera Sidang serta
dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Rahmiwati Andreas, S.H.l., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Rifazul Azdmi, S.H.l., M.H. Ranti Rafika Dewi, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 17
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Panitera Sidang,

Wenny Oktavia, S.H.l.,, M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
a. Pendaftaran Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T Rp 20.000,00
c. Redaksi Rp 10.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 28.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp148.000,00

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.PP.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18



